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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan 
Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 
dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
maka perlu mengubah yang kedua kali beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota 
Pasuruan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 

2.  Undang-Undang … 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5256); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 

 

 

10.  Peraturan … 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5372) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5746); 

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 81); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/ 
PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, 
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran 
Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan  Iuran; 

 

 

18.  Peraturan … 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2012 (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08); 

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 34); 

22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan 13); 

23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan 
Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis 
Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah 
diubah yang kedua kali dengan Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015; 

24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota; 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN 
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA 
PASURUAN. 

 

 

Pasal I … 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2014 Nomor 27) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 
16 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2015 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 

 

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 
2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), 
sehingga Pasal 19 berbunyi, sebagai berikut: 
 

Pasal 19 
 

(1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS 
Kesehatan dilakukan melalui transfer  secara 
langsung ke Rekening Dana Kapitasi JKN 
pada masing-masing FKTP dan diakui 
sebagai pendapatan. 

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan langsung untuk 
pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP 
dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan 
seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, 
dana kapitasi tersebut digunakan untuk 
tahun anggaran berikutnya. 

(3a) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berasal dari dana 
dukungan biaya operasional pelayanan 
kesehatan maka pemanfaatannya hanya 
dapat digunakan untuk dukungan biaya 
operasional pelayanan kesehatan. 

(3b) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berasal dari dana 
jasa pelayanan kesehatan maka 
pemanfaatannya hanya dapat digunakan 
untuk jasa pelayanan. 

(4) Bendahara FKTP melaporkan sisa dana 
kapitasi JKN yang dikelolanya pada akhir 
tahun berkenaan kepada Kepala FKTP dan 
BUD. 

 
 
 

2.  Ketentuan … 
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2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 22 

 
(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran 

jasa pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) dimanfaatkan untuk 
pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi 
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan 
yang melakukan pelayanan pada FKTP. 

(2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak 
tetap, yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada 
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan mempertimbangkan 
variabel: 

a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan 

b. kehadiran. 

(4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
dinilai sebagai berikut: 

a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus 
lima puluh); 

b. tenaga apoteker atau tenaga profesi 
keperawatan (Ners), diberi nilai 100 
(seratus); 

c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, 
diberi nilai 80; 

d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 
(enam puluh); 

e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, 
atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 
50 (lima puluh); dan 

f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi 
nilai 25 (dua puluh lima). 

(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
yang merangkap tugas administratif, diberi 
nilai sebagai berikut: 

 

a.  tambahan … 
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a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk 
tenaga yang merangkap tugas sebagai 
Kepala FKTP; 

b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk 
tenaga yang merangkap tugas sebagai 
Bendahara Dana Kapitasi JKN; 

c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk 
tenaga yang merangkap tugas sebagai 
Kepala Tata Usaha atau penanggung 
jawab penatausahaan keuangan; dan 

d. tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk 
tenaga yang merangkap tugas sebagai 
Pembantu Bendahara Dana Kapitasi JKN. 

(6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
yang merangkap tugas sebagai penanggung 
jawab program atau yang setara, diberi 
tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap 
program atau yang setara. 

(7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) yang memiliki masa kerja: 

a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 
(sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 
(lima); 

b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 
(lima belas), diberi tambahan nilai 10 
(sepuluh); 

c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 
(dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 
15 (lima belas); 

d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 
25 (dua puluh lima) tahun, diberi 
tambahan nilai 20 (dua puluh); dan 

e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, 
diberi tambahan nilai 25 (dua puluh 
lima). 

(8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut: 

a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) 
poin per hari; dan 

b. terlambat hadir atau pulang sebelum 
waktunya yang diakumulasikan sampai 
dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) 
poin. 

 

 

(9)  Ketidakhadiran … 
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(9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau 
penugasan kedinasan oleh pejabat yang 
berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja 
tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) huruf a. 

(10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh 
masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga 
non kesehatan dihitung dengan 
menggunakan formula sebagai berikut: 

 

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI 
FKTP PEMKOT 

 

 

 

 

     

Keterangan: 

Persentase Kehadiran: Jumlah Kehadiran dibagi Jumlah hari kerja 
dalam 1 bulan 

 

(11) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan 
yang diterima oleh masing-masing tenaga 
kesehatan dan tenaga non kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 
Juli 2016. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 
 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 1 Juni 2016 

 
WALIKOTA PASURUAN, 

 
Ttd, 

 
 

SETIYONO 
 
 
 

Persentase 

Kehadiran 
x 

Jenis 

Ketenagaan 

 + 

+ 
Masa 

kerja 

 + 

+ 
Rangkap 

tugas 

administrasi 

 + 

+ 
Tanggung 

Jawab 

Program  

Yang 

x 
Jumlah 

Dana Jasa 

Pelayanan  

Yang Total  Jumlah Seluruh Point 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 1 Juni 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
 

Ttd, 
 

BAHRUL ULUM 
 
 
 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 20 


